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Pada awal tahun 2020, publik Inggris dan Indonesia digemparkan dengan 
berita Reynhard Sinaga, seorang pelajar asal Indonesia atas 190 kasus perkosaan 
dengan rentang waktu 2,5 tahun pada periode 2015-2017. Salah satu hal yang 
menarik dari persidangan ini adalah pemberitaan media atas perkara tersebut baru 
serentak diterbitkan usai dijatuhkanya putusan yang dibacakan pada Januari 2020, 
meski kasus tersebut telah disidangkan sejak 2018 berdasarkan perintah pengadilan 
Manchester Crown Court. 
Skripsi ini berfokus pada analisa mengenai kedudukan pers, hakim dan juri 
dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Inggris serta hubungan asas 
kebebasan pers dan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. 
Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan studi 
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbeda dengan sistem 
peradilan Inggris yang mengenal juri dalam proses peradilan pidana tertentu, sistem 
peradilan pidana Indonesia tidak mengenal juri dalam proses persidangannya. 
Kedua negara mengakui asas kebebasan pers, dengan beberapa pembatasan. Di 
Indonesia, kebebasan pers ini dibatasi utamanya untuk menghindari terjadinya trial 
by the press yang terkadang mengesampingkan asas praduga tidak bersalah yang 
harus diimplementasikan kepada setiap terdakwa, maupun untuk menjaga 
ketertiban jalannya persidangan. Hal ini berbeda dengan di Inggris, karena 
menggunakan sistem juri, salah satu pembatasan kebebasan pers berupa penundaan 
pemberitaan proses persidangan dapat memiliki tujuan spesifik untuk menjaga asas 
praduga tidak bersalah dari para juri yang menilai kasus tersebut. 
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In early 2020, United Kingdom and Indonesian public were shocked by the 
news of Reynhard Sinaga, an Indonesian student of 190 rapes in a period of 2.5 
years in the 2015-2017 period. One of the interesting things about this trial is that 
the media coverage of the case was only published simultaneously after the verdict 
was read out in January 2020, although the case has been tried since 2018 based on 
the order of the Manchester Crown Court. 
This thesis focuses on the analysis of the position of the press, judges and 
jury in the Indonesian and United Kingdom criminal justice system and the 
relationship of the principle of freedom of the press and the principle of 
presumption of innocence in the criminal justice system. This thesis research is a 
normative juridical research with literature study. The results showed that in 
contrast to the United Kingdom justice system which knew juries in certain criminal 
justice processes, the Indonesian criminal justice system did not recognize juries in 
its trial process. Both countries recognize the principle of freedom of the press, with 
some restrictions. In Indonesia, this freedom of the press is limited primarily to 
avoid trial by the press which sometimes overrides the principle of presumption of 
innocence that must be implemented for each defendant, as well as to maintain 
orderliness of the proceedings of the trial. This is different from in the UK, because 
it uses a jury system, one of the restrictions on press freedom in the form of delaying 
the reporting of the trial process can have a specific goal to preserve the 
presumption of innocence from the judges who judge the case. 
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